BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.506 pulau, dengan perairan laut territorial seluas 3,2 juta km2 yang merupakan terluas di dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam adat istiadat, budaya, agama, dan suku bangsa, walapun terdiri dari berbagai macam suku bangsa, Indonesia tetap bersatu dan memiliki tujuan yang sama yang di gambarkan oleh prinsip Bhineka Tunggal Ika dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea keempat.
Manusia dilahirkan ke dunia oleh seorang Ibu melalui izin dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Aristoteles mengatakan makhluk sosial merupakan zoon politicon, yang berarti manusia dikodratkan hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.[footnoteRef:1]Terdapat beberapa alasan mengenai mengapa manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu : [1: Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2007), hlm.44] 

a. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial
b. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
c. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.
d. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia.[footnoteRef:2] [2: Azenismail, “Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial” diakses 23 Februari 2019 pukul 1:17, https://azenismail.wordpress.com/2010/05/14/manusia-sebagai-makhluk-individu-dan-makhluk-sosial/] 
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Interaksi sosial adalah proses dimana manusia berhubungan secara sosial dengan manusia lainnya. Hal ini dilakukan semata-mata karena kebutuhan seorang manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Perkawinan merupakan salah satu hasil dari suatu interaksi sosial, adanya daya tarik-menarik yang terjadi
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antara manusia yang berlainan jenisnya (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Hidup bersama yang terikat dalam perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban.[footnoteRef:3] [3: Kaharudin, Perkawinan Adat Menarik, diakses 23 Februari 2019, pukul 02.09, garuda.dikti.co.id] 

Salah satu perintah Allah SWT kepada manusia mengenai bagaimana antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya yaitu melalui perkawinan. Dalam Al-Qur’an surat An-Nuur (24) ayat 32, Allah SWT berfirman :
“Dan kawinkanlah orang–orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan (rezeki) mereka dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”

	Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar manusia di dalam kehidupan duniawinya dapat berkembang biak. Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan secara harfiah harus dijalankan secara sah, dengan begitu pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.[footnoteRef:4] [4: Ahmad Azhar Basyir, Hukum perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm.1] 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan yang dilangsungkan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka di Indonesia telah ada satu unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan, yakni berlakunya satu Undang-Undang bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal mereka melangsungkan perkawinan. Maksud tersebut terlihat dalam konsideran Undang-Undang Perkawinan yang antara lain berbunyi :
“Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk membina hukum Nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi setiap warga negara.”

Saat ini secara yuridis tidak ada lagi hukum perkawinan selain yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat masih memegang teguh dan mentaati ketentuan Hukum adat terutama dalam hal perkawinan adat.Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengikat seluruh warga negara untuk melaksanakannya, maka sekarang ini perkawinan tidak saja harus sah menurut Hukum Adat dan Hukum Agama tetapi juga harus sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 2 ditentukan bahwa:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat terlihat bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membatasi bagaimana suatu perkawinan harus dilaksanakan, tetapi hanya mengatakan bahwa perkawinan itu harus sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Adanya ketentuan ini berarti pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini juga berlaku bagi perkawinan sebambangan (kawin lari) pada masyarakat hukum adat Lampung Pepadun.
Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum dalam suatu kelompok masyarakat adat yang mengatur mengenai bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di dalam masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.
Perkawinan dalam masyarakat Lampung pada umumnya merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat pihak laki-laki dengan pihak perempuan saja, tetapi juga mengikat kerabat laki-laki maupun kerabat pihak perempuan. Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa dalam masyarakat Lampung perkawinan tidak saja menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan para kerabat bahkan dirasakan sebagai kewajiban dan tanggung jawab dari anggota masyarakat lampung yang bersangkutan, oleh karena itu kebiasaan bergotong-royong atau dikerjakan secara bersama-sama telah menjadi suatu kebiasaan dan budaya masyarakat Lampung.Di dalam kehidupan masyarakat Lampung hubungan kekerabatan merupakan dasar dari hubungan adat, kekerabatan yang geneologis territorial dengan system patrilineal, yaitu setiap anggota menarik keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Proses perkawinan dalam masyarakat asli Lampung salah satunya dilakukan dengan cara sebambangan atau lebih dikenal dengan istilah kawin lari. Budaya perkawinan atau pernikahan sebambangan (kawin lari) ini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak menggunakan lamaran, terdapat beberapa faktor atau alasan yang melatar belakangi perkawinan sebambangan ini, yaitu faktor ekonomi, status sosial, faktor keluarga yang tidak merestuihubungan antara pasangan tersebut untuk menikah.
Perkawinan Sebambangan (kawin lari) merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang mekhanai (bujang) dan seorang muli (gadis) didalam kehidupan masyarakat adat Lampung.Perkawinan Sembambangan adalah perkawinan yang didasari karena orang tua dari muli (gadis) tidak menyetujui perkawinan tersebut, hal ini lah yang menyebabkan mekhanai (bujang) melarikan mulinya (gadis).Muli (gadis yang dilarikan oleh mekhanai), wajib menaruh surat yang ditulis dan ditanda tangani oleh muli (gadis) itu sendiri. Isi di dalam surat tersebut harus jelas, menerangkan bahwa mekhanai (bujang) yang membawanya adalah siapa dan berasal darimana serta mekhanai wajib meninggalkan sejumlah uang.
Di dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun, perkawinan sebambangan (kawin lari) dilakukan dengan sangat kekeluargaan. Perkawinan sebambangan yang dilakukan oleh mekhanai (bujang) yang berasal dari Lampung Pepadun akan diatur dan menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga menkhanai dengan cara mengadakan dan mengundang keluarga besar, kelompok adat, sesepuh adat, dan orang-orang terdekat untuk ngukhaw muakhian (bermusyawarah) untuk membicarakan perkawinan sebambangan yang dilakukan oleh kedua putra dan putri mereka.[footnoteRef:5] Di dalam praktek pelaksanaan perkawinan sebambangan (kawin lari) adat lampung pepadun ini banyak terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan norma-norma yang diajarkan oleh pendahulu adat atau tetuah adat. Hal ini menemui banyak permasalahan dan menimbulkan keretakan adat di dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun. Perkawinan sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun banyak terjadi di daerah Lampung pedalaman pada umumnya dan Lampung Timur pada khususnya. Kepala desa kec. Sekampung udik Lampung Timur bernama Hasanudin Waka (42th) menyatakan setidaknya terdapat 30 sampai 40 kasus kawin lari per tahunnya di kabupaten Lampung Timur, Hal ini didasari dengan beragam alasan. Perkawinan sebambangan ini banyak dilakukan oleh kalangan muda yang baru lulus dari Sekolah Menengah Atas. Salah satu tetuah adat Lampung pepadun di kec. Sekampung udik Lampung timur Datuk Rusdy (62th) perkawinan sebambangan (kawin lari) ini terakhir terjadi pada akhir september 2012 anak dari salah satu warga kabupaten Lampung Timur ini bernama Ratna (22th) oleh bujang bernama Rizki (23th) dengan meninggalkan mahar sebesar Rp. 140.000,00 dan 14 gram emas berbentuk kalung serta surat sebagai izin untuk melakukan perkawinan sebambangan. [5: Dian Apita Sari, Tradisi Sebambangan pada Masyarakat Lampung, diunduh pada 29 Maret 2019 pukul 00.35, http://malahayati.ac.id/?p=19375] 

	Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung, khususnya perkawinan sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun.
Objek penelitian dari penelitian yang dilakukan penulis adalah perkawinan sebambangan (kawin lari) adat Lampung Pepadun dan akibat hukumnya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum adat. Kajian-kajian yang akan dilakukan oleh penulis akan dirangkum dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul :
[bookmark: _Hlk14705763]“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bagian latar belakang di atas, dibatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan Sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun menurut Hukum Adat?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan Sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
C. Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan Sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun menurut Hukum Adat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan Sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan baik segi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata, dan hukum perkawinan pada khususnya, lebih spesifik lagi mengenai perkembangan hukum yang berkaitan dengan perkawinan sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi para praktisi hukum seperti pengacara, hakim, jaksa, pemerintah agar dapat memahami kekurangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis.
E. Kerangka Pemikiran
Kegiatan perkawinan di Indonesia wajib dilakukan sepenuhnya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan yang memegang kedaulatan dalam suatu negara. Hukum hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketiadaan masyarakat, maka tidak akan terbentuk hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[footnoteRef:6] [6: Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 7.] 

Keberadaan Hukum sebagai perangkat kaidah dan asas untuk mengatur kehidupan masyarakat, dapat diyakini terlebih dengan keberadaan konsep hukum yang menyatakan, bahwa hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering).[footnoteRef:7] Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat kita lihat di dalam fungsi fungsi hukum dalam pembangunan, Sunaryati Hartono menyebutkan ada 4 (empat) fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu:[footnoteRef:8] [7: Otje Salman S, Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah (Bandung: Refika Adhitama, 2010), hlm. 14.]  [8: Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung: Binacipta, 1982), hlm 6.] 

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Anggapan yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan.[footnoteRef:9] Diharapkan hukum dapat melindungi warga negara secara utuh dan menyeluruh seiring dengan perkembangan di dalam kehidupan masyarakat. [9: Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit., hlm. 88.] 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[footnoteRef:10]Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[footnoteRef:11] [10: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.]  [11: Cst Kansil, et al., Kamus Istilah Hukum (Jakarta: Jala Permata, 2009), hlm. 385] 

Undang-Undang Dasar 1945 disingkat UUD 1945 merupakan ideologi dari Negara Republik Indonesia.  UUD 1945 menjadi suatu acuan dan pedoman terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang terdapat di negara ini. Terdapat berbagai macam aspek yang diatur di dalam UUD 1945, mulai dari agama, ekonomi, hukum, keamanan, sosial dan budaya, termasuk pengakuan terhadap hak-hak dari masyarakat adat.
Setiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Di dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnnya.[footnoteRef:12] Keperluan-keperluan dalam memenuhi kepentingan hidup dalam bermasyarakat inilah yang berbeda-beda. Dari perbedaan kepentingan tersebut manusia melakukan proses-proses sosial. Proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.[footnoteRef:13] [12: C.S.T. Kansil, Op.cit., hlm.33.]  [13: Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 55] 

Secara umum bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat yang menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).[footnoteRef:14] Selanjutnya, hukum perdata ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tidak tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis ialah hukum adat. [14: Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 2.] 

Pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa hukum menitik beratkan perhatian kepada permasalahan dalam hubungan antar manusia. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah dalam suatu penyempurnaan dalam bidang keperdataan yaitu permasalahan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan berbagai latar belakang adat, agama, budaya, suku dan berbagai latar belakang lainnya tentu akan relatif mudah untuk terjadinya “benturan-benturan” dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hukum sebagai sarana untuk memberikan keseimbangan diantara anggota masyarakat sehingga hak dan kewajiban dari tiap individu dapat dilindungi dan diatur pelaksanaannya.
Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing, dan harus dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku.[footnoteRef:15] [15: Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 10] 

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti ‘sipelebegu’ (pemuja roh) di kalangan orang Batak.
Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di Lampung, walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugrug adat) Lampung, berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Misalnya di Lampung, Tulang-bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara ‘mosok-majew’ (menyuap mempelai) dengan tindih sila. Upacara mosok ini dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri atau penyimbang (pemuka adat) dan dibantu oleh beberapa wanita sehingga juru bicara dan pembawa syair perkawinan.[footnoteRef:16] [16:  Viva Justicia, Syarat Sahnya Suatu Perkawinan : UU, Adat & Agama. http://viva-justicia.blogspot.com/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat.html diakses pada 9 Maret 2019 pukul 07.30 ] 

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “Hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.[footnoteRef:17] [17:  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju,Bandung,2007. Hlm. 25] 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pengaturan mengenai syarat-syarat yang terkandung dalam syarat formil (ekstern) di dalam suatu perkawinan, adalah :
a. Memberitahukan kehendak untuk melakukan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan (10 hari sebelum perkawinan dilaksanankan).
b. Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti persyaratan yang dibutuhkan dan mencatatnya dalam daftar khusus.
c. Pegawai pencatat perkawinan kemudian membuat pengumuman mengenai rencana perkawinan tersebut,
d. Kedua mempelai melangsungkan perkawinan apabila tidak ada sanggahan atas pengumuman yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan.



Menurut R. Wirjono Prodjodikoro :
“Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.”[footnoteRef:18] [18: Carapedia, Pengertian dan definisi perkawinan, diakses 23 Februari 2019, 11:51, carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html.] 

Menurut Paul Scolten adalah :
“Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama kekal dan diakui oleh negara.”[footnoteRef:19] [19: Wirjono Prodijodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta, Gunung Agung,2001), hlm.5] 


Perkawinan juga diatur dalam suatu susunan atau tata hukum yang tidak tertulis yang dianut oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera.Para ahli membuat definisi masing-masing tentang hukum adat diantaranya menurut Soepomo :
“Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwenang, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.”[footnoteRef:20] [20: Soerjono Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: Gunung Agung,1995), hlm.14] 

Menurut Sukanto hukum adat sebagai komplek adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, dikodifikasikan dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi.[footnoteRef:21]Pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat merupakan kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum.[footnoteRef:22] Di dalam hukum adat diatur pula tentang perkawinan secara adat.Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta akan membina kehidupan keluarga rumah tangga.[footnoteRef:23] [21: Ibid.]  [22: Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung, Tarsito, 1996), hlm. 13-14]  [23: Soerojo Wignjodipoero, Op.cit., hlm.122] 

Pengelompokan sistem perkawinan yang digunakan dalam hukum perkawinan di Indonesia setidaknya terdapat tiga sistem dalam perkawinan yaitu Endogami, Exogami dan Eleutherogami.
1. Sistem Endogami
Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terdapat di Indonesia salah satunya di Toraja.
2. Sistem Exogami
Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang luar suku keluarganya.
3. Sistem Eleutherogami
Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan dalam pernikahan yang terdapat di dalam kedua sistem sebelumnya yaitu endogami dan exogami.[footnoteRef:24] [24: Ignatius Galih Ariputra, Perkawinan Adat, Diakses 23 Februari 2019, 12.34, www.scribd.com.] 

Selain hal diatas setidaknya terdapat 5 bentuk hukum perkawinan adat yang berasal dari Indonesia, yaitu :[footnoteRef:25] [25: Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 51] 

a. Perkawinan Jujur
b. Perkawinan Semenda
c. Perkawinan Bebas (Mandiri)
d. Perkawinan Campuran
e. Perkawinan Lari
Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia.[footnoteRef:26]Perkawinan adat Lampung sebenarnya menganut sistem endogami akan tetapi, hukum adat dalam perkawinan adat Lampung ini dapat berdiri flexible ketika terdapat permasalahan di dalamnya. Perkawinan menurut adat Lampung Pepadun merupakan salah satu cara untuk meneruskan keturunan adat. Dalam masyarakat adat lampung terdapat beberapa proses perkawinan yang dilakukan dengan cara : [26: Ibid] 

1. Perkawinan Hibal Serba
2. Perkawinan Bumbang Aji
3. Perkawinan Tar Padang
4. Perkawinan Cakak Menuk
5. Perkawinan Sebambangan.[footnoteRef:27] [27: Hilman Hadikusuma, Masyarakat dan Adat Budaya Lingkaran Lampung (Bandung, Mandar Maju,1990), hlm. 118-129.] 

Perkawinan sebambangan merupakan salah satu adat budaya Lampung dalam melakukan perkawinan. Perkawinan sebambangan dapat diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu kawin lari. Sebambangan adalah adat Lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat, dikarenakan ketidak setujuan salah satu pihak untuk melangsungkan pernikahan antara bujang dan gadis. Perkawinan sebambangan merupakan kawin lari yang diperbolehkan oleh hukum adat, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan ini. Perkawinan dapat diangap sah apabila perkawinan dijalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak.
Perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang pastinya menghasilkan suatu akibat hukum tertentu. Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Dudu Duswara Machmuddin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subyek hukum. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.[footnoteRef:28] [28: Dudu Duswara Machmuddin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa) (Bandung: Refika Aditama. 2001), hlm.50.] 

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (gezin atau household).[footnoteRef:29] Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.[footnoteRef:30] Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Selain permasalahan terhadap harta perkawinan setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi akibat hukum dalam suatu perkawinan. [29: Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2002), hlm.244]  [30: Sonny Dewi Judiasih, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan (Bandung; Refika Aditama,2015), hlm. 23] 

Perkawinan akan menimbulkan akibat Hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.
a. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri
1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)).
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
(ayat 2).
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
b. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan
1. Timbul harta bawaan dan harta bersama.
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).
c. Akibat Perkawinan Terhadap Anak
1. Kedudukan anak
2. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah
(Pasal 42)
3. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.

F.	Metode Penelitian
1. Spesifikasi
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[footnoteRef:31] Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalan-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.[footnoteRef:32] [31: Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.]  [32: Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2004), hlm. 10] 

2. Jenis-Jenis Penelitian
Penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
a. Kepustakaan
1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).[footnoteRef:33]Bahan hukum primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:[footnoteRef:34] [33: Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.]  [34: Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 181] 

a) Undang-Undang Dasar 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
d) Hukum Adat
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[footnoteRef:35] Penulis akan meneliti buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan masalah-masalah hukum yang akan diteliti. [35: Ibid, hlm.182] 

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, majalah, media massa, dan internet. Di dalam suatu penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan-bahan non-hukum dapat membantu.[footnoteRef:36] [36: Ibid, hlm. 205] 

3. Metode Pendekatan
Jenis-Jenis penelitian dalam hal ini berhubungan langsung dengan metode pendekatan yang digunakan dalam menulis karya ilmiah ini. Setidaknya terdapat 2 jenis penelitian atau metode pendekatan yang akan dipakai di penelitian ini, yaitu:
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.[footnoteRef:37] [37: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm.137] 

2. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum ini merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.[footnoteRef:38] [38: Ibid, hlm 173] 



4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dalam suatu penelitian demi tercapainya suatu hasil yang valid. Terdapat 2 buah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
· Studi literatur
Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan
· Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhubungan langsung dengan objek peneltian agar dapat disingkronisasikan dengan teori. 
5. Metode Analisis data
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif[footnoteRef:39] yaitu dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Metode ini berjalan dengan 4 dasar, yaitu : [39: Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm 52.] 

1) Peraturan Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
2) Peraturan Perundang-Undangan harus digunakan sesuai dengan Hirarki dari Tata Peraturan Perundang-undangan tersebut.
3) Hasil dari Penelitian ini mengacu pada suatu Kepastian Hukum.


4) [bookmark: _GoBack]Hakim wajib menemukan Hukum Baru yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat.
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